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KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,
Rasa angayubagia dan puji syukur penulis panjatkan
ke hadapan Idn Hyang Widhi Wasa atas segala rahmat ’
dan tuntunan yang diberikan sehingga buku yang
berjudul “Pergulatan Interpretasi Atas Kawasan Suci
Pura Uluwatu” telah diterbitkan. Buku ini mengambil
topik tentang dinamika dan pergulatan penafsiran
tentang Bhisama tentang kesucian pura yang

dituangkan ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali.

Sebagaimana diketahui, Pura Uluwatu sebagai
salah satu tempat suci umat Hindu terletak di Desa
Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung. Pura Uluwatu berstatus sebagai Pura Sad
Kahyangan, memuliakan Ida Hyang Widhi dengan
manifestasi-Nya sebagai Dewa Rudra. Untuk menjaga
kesucian pura, Parisada menetapkan Bhisama tentang
Kesucian Pura Nomor: 11/Kep/I/PHDI/19%4, 25
Januari (seterusnya disebut Bhisama Kesucian Pura).
Substansi Bhisana secara garis besarnya menyangkut
wilayah kesucian pura yakni apeneleng, apenimpug
atau apenyengker.

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura dituangkan ke



dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16
Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut
Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009). Pada akhirnya
Perda ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan
komponen masyarakat dan berlanjut dengan
pergulatan interpretasi.

Pergulatan interpretasi terjadi karena ada yang
mendukung dan menolak radius Kawasan Tempat
Suci Pura Uluwatu. Kawasan Tempat Suci Pura
Uluwatu yang statusnya sebagai Pura Sad Kahyangan
radiusnya apeneleng agung, yaitu setara dengan lima
kilometer dari sisi luar tembok pura. Pergulatan dan
perbedaan penafsiran tentang radius kawasan suci
Uluwatu inilah yang dibahas dalam buku ini termasuk
dampaknya terhadap kehidupan sosio-kultural,
bahkan ekonomi pariwisata di daerah tersebut.

Penulis menyadari penulisan buku ini tidaklah
sempurna, baik dari segi redaksional maupun
penyajian konten. Sebagaimana sifat dasar manusia
yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Maka
dari itu, masukan-masukan dari pembaca budiman
sangatlah diperlukan untuk mengisi kekosongan-
kekosongan dalam buku ini. _

Kerja akademik dalam bentuk buku ini juga
mustahil terlaksana tanpa dorongan dan dukungan
berbagai pihak. Dalam hal ini ijinkan penulis
menyampaikan ucapan terimakasih yang tak
terhingga kepada keluarga penulis, rekan-rekan
dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Hindu
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Indonesia, penerbit dan editor yang membantu
melakukan editing isi buku ini. Semoga Ida Sang
Hyang Widhi Wasa memberikan anugrah-Nya
kepada semua pihak yang telah membantu
penyelesaian buku ini. :

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, September 2017

Penulis
Dr. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag
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SAMBUTAN

Direktur Program Pascasarjana Unhi Denpasar

Om Swastyastu

Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi
kepada penulis karena telah mampu membuahkan
karya penelitian tentang “Pergulatan Interpretasi
Atas Kawasan Suci Pura Uluwatu”. Upaya ini tentu
tidak terlepas dari tuntutan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa yang senantiasa memberikan wara nugraha
berupa ilmu pengetahuan.

Judul buku ini memang menggelitik rasa ingin
tahu publik, khususnya yang menekuni studi ilmu
agama dan kebudayaan, termasuk hukum adat dan
Agama di Bali. Apalagi dalam buku ini juga dibahas
tentang pergulatan penafsiran atas peraturan yang
berkaitan tentang kawasan suci.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Bali mengenal
yang namanya bhisama. Istilah bhisama ini dalam
kamus bahasa Jawa Kuna berarti mengerikan,
menakutkan, berbahaya, hebat (Mardiwarsito, 1981).
Sementara P.J. Zoetmulder dalam kamus Jawa Kuna-
Indonesia menyebutkan bahwa bhisama berasal dari
kata Wisana (Sansekerta) yang berarti: tak sama,
berbeda, ganjil. Tak dapat disamai, sulit, sukar, tak
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menyenangkan hati, berbahaya, mengerikan, hebat,
(Zoetmulder, 1995).

Bisa dijelaskan bahwa bhisama adalah merupakan
suatu piteket, perintah, titah secara niskala datang dari
atas dan secara sekala datang dari pengelingsir.
Bhisama juga merupakan warah-warah dari leluhur
yang berisi suatu nasehat yang bertujuan mengatur,
dan apabila dilanggar maka yang melanggar akan
mendapatkan sanksi secara niskala, moral dan kena
kutuk.

Selama ini, Bali memiliki bhisama yang dibuat
untuk menjaga kesucian pura. Parisada menetapkan
Bhisama tentang Kesucian Pura Nomor: 11/Kep/1/
PHDI/1994, 25 Januari (seterusnya disebut Bhisama
Kesucian Pura). Substansi Bhisama secara garis
besarnya menyangkut wilayah kesucian pura yakni
apeneleng, apenimpug atau apenyengker. Bhisama
Kesucian Pura dituangkan ke dalam Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun
2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi
Bali 16/2009).

Dalam buku ini, dijelaskan tentang terjadinya
pergulatan di seputar Perda tersebut, yang selanjutnya
menimbulkan friksi di kalangan komponen
masyarakat. Artinya ada dinamika sosial dalam
menyikapi peraturan tersebut, dan hal inilah dikaji
dalam buku ini. Bisa dikatakan, pembahasan buku ini
cukup menarik, karena mengajak kita untuk
mendalami persoalan sosial yang berhubungan secara




langsung dengan dimensi agama dan kebudayaan di
Bali.

Sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas
Hindu Indonesia, saya sangat mengapresiasi
diterbitkannya buku ini. Saya berharap buku ini dapat
bermanfaat bagi upaya mengembangkan studi-studi
sosial, budaya dan agama di Bali ke depannya,
khususnya yang berhubungan secara langsung
dengan kawasan suci. Demikian sambutan saya,
sekali lagi selamat atas terbitnya buku ini.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om

Den ar, 10 September 2017
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PRO DAN KONTRA
PERDA RTRW/RADIUS
KAWASAN SUCI

Pura Uluwatu sebagai salah satu tempat suci umat
Hindu terletak di Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung. Pura Uluwatu berstatus
sebagai Pura Sad Kahyangan, memuliakan Ida Hyang
Widhi dengan manifestasi-Nya sebagai Dewa Rudra.
Untuk menjaga kesucian pura, Parisada menetapkan
Bhisama tentang Kesucian Pura Nomor: 11/Kep/1/
PHDI/1994, 25 Januari (seterusnya disebut Bhisama
Kesucian Pura). Substansi Bhisama secara garis
besarnya menyangkut wilayah kesucian pura yakni
apeneleng, apenimpug atau apenyengker.

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura dituangkan ke
dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16
Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut
Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009). Pada akhirnya
Perda ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan
komponen masyarakat dan berlanjut dengan
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pergulatan interpretasi. Pergulatan interpretasi terjadi
karena ada yang mendukung dan menolak radius
Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Kawasan
Tempat Suci Pura Uluwatu yang statusnya sebagai
Pura Sad Kahyangan radiusnya apeneleng agung, yaitu
setara dengan lima kilometer dari sisi luar tembok
pura.

Untuk menjaga kesucian pura Parisada Hindu
Dharma Indonesia Pusat (selanjutnya disebut
Parisada) menetapkan Bhisama, 25 Januari 1994,
Nomor 11/Kep/I/PHDI P/1994 tentang kesucian
pura yang isinya apeneleng agung untuk Pura Sad
Kahyangan (setara dengan lima kilometer dari sisi luar
penyengker pura), apeneleng alit untuk Pura Dang
Kahyangan (setara dengan dua kilometer dari sisi luar
penyengker pura), apeninpug atau apenyengker untuk
Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya. Apenimpug
dapat diperkirakan minimal 25 meter berlaku untuk
pura di luar kawasan pemukiman, sedangkan
apenyengker minimal 5 meter yang diberlakukan
untuk pura di dalam kawasan pemukiman.

Pura Uluwatu berstatus sebagai Pura Sad
Kahyangan. Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu
menjadi pergulatan interpretasi dengan ditetapkan
Bhisama Parisada tentang Kesucian Pura, Nomor 11/
Kep/PHDI P/1/1994, yang dituangkan dalam Perda
RTRW Provinsi Bali 16/2009. Bhisama Parisada
tentang Kesucian Pura yang dituangkan dalam Perda
RTRW Provinsi Bali 16/2009 bertujuan untuk
menegakkan nilai-nilai dan norma-norma terkait
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dengan ajegnya kesucian pura. Namun, dalam
kenyataannya ada pihak yang mendukung dan ada
yang menolak penetapan Bhisama Parisada tentang
Kesucian Pura tersebut sehingga menimbulkan
pergulatan interpretasi.

Sebagai tempat suci, pura senantiasa dikelilingi
oleh tembok batas untuk membedakan areal pura
sebagai ruang sakral dengan tempat di luar tembok
pura sebagai ruang profan. Setiap ruang yang sakral
menandakan adanya hirofani, yakni kehadiran yang
sakral yang membuatnya terpisah dari lingkungan
kosmik yang melingkupinya dan membuatnya
berbeda secara kualitatif. Sebaliknya ruang yang
profan adalah sama dan netral, yakni tidak ada
perbedaan kualitatif yang membedakan satu bagian
dengan bagian yang lainnya, karena itu tidak ada
orientasi nilai di dalamnya (Eliade, 2002: 15 dan 19).

Penggambaran pura atau kahyangan disebutkan
dalam prasasti Bali Kuno, yakni prasasti Turunyan A
Itahun 891 Masehi yaitu “Sanghyang di Turunhyan”,
artinya ‘tempat suci di Turunyan”. Di pihak lain
dalam prasasti Pura Kehen A (tanpa tahun) disebutkan
‘pemujaan kepada Hyang Karimana, Hyang Api, dan
Hyang Tanda’, artinya tempat suci untuk Dewa
Karimana, tempat suci untuk Dewa Api dan tempat
suci untuk Dewa Tanda.

Prasasti tersebut menyebutkan bahwa pada zaman
Bali Kuno berlangsung dari kurun waktu antara
tahun 800-1343 Masehi dipakai kata Hyang untuk
menyebut tempat suci (Ardana, 2000: 1). Di samping




b,

PERGULATAN INTERPRETASI
ATAS KAWASAN TEMPAT SUCI PURA ULUWATU

disebutkan dalam prasasti, juga dalam kitab suci
Rgveda 11. 35. 3, dan Rgveda VIIL 6. 28 menyebutkan
sebagai berikut.

Rgveda 1I.35.3

Sam anya yanty upa yanty anyah

Samanam urvam nadyah pronanti

Tam u sucim sucayo didivansam

Apam napatam pariasthur apah.

Artinya:
Di sekitar mata air, bersama dengan alirannya
menyatu menjadi sungai yang mengalir
bersama-sama menuju ke air yang murni (suci),
baik dari mata air maupun dari laut, mempunyai

kekuatan yang menyucikan” (Pudja, 1980/1981:
49).

Rguveda VIII. 6. 28
Upahvare givinam sangatheca
Nadhiman, dhiyo vipro ajaya.

Artinya:
“Ditempat-tempat hening (upahvare), di gunung-
gunung dan pada pertemuan dua sungai
(campuhan), di sanalah para maharsi memuja

untuk  mendapatkan  pemikiran” (Pudja,
1980/1981: 81).

Makna sloka di atas adalah pemujaan Tuhan tidak
hanya dilereng gunung atau di tepi pantai, di tengah-
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tengah desa atau sawah, tetapi juga di hutan atau
tempat-tempat lain yang memiliki kesucian atau
tanahnya yang sakral. Artinya, di tempat seperti itu
dipercaya adanya pemujaan terhadap Tuhan. Tuhan
sesungguhnya ada di mana-mana dan menjadi
sumber segala sumber (wyapi wyapaka nirwikara).

~ Pura sebagai tempat suci berarti tempat memuja
Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) dengan segala
manifestasi-Nya (prabhawa) dan roh suci leluhur (atma
sidha dewata). Pura sebagai tempat suci, yang berada
di dalam ruang yang sakral, menandakan adanya
kehadiran yang sakral, yakni kehadiran Tuhan (Ida
Sang Hyang Widhi Wasa) dengan segala manifestasi-
Nya yang dipuja oleh umat-Nya.

Kesucian Pura sebagai tempat suci perlu dijaga,
baik secara niskala (tidak nyata) maupun secara sekala
(nyata). Upaya menjaga kesucian pura secara sekala
disebut marerisak dan menjaga kesucian pura secara
niskala disebut mareresik. Marerisak berarti pura harus
selalu bersih, baik halaman, tembok penyengker,
pemedal (pintu ke luar pura), maupun bangunan-
bangunan yang ada di pura, termasuk pula ditanami
bunga yang biasa dipakai untuk banten (upakara) atau
persembahyangan. Mareresik berarti menjaga kesucian
pura dengan melakukan wupaya-upaya upacara
rerahinan, menaati ketentuan larangan masuk pura,
menaati ketentuan larangan melakukan kegiatan
yang tidak boleh dilakukan di pura, melaksanakan
pujawali secara periodik, melaksanakan upacara
secara insidental (pndgatakala), mengadakan upacara
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pemarisudha bila pura kesepungan, yakni ternoda, baik
terjadi karena pelanggaran terhadap ketentuan
kesucian pura maupun bencana alam (Ditjen Bimas
Hindu Departemen Agama, 2009: 15--17).

Lembaga tertinggi umat Hindu, yaitu Parisada
menetapkan Bhisama Kesucian Pura, mengupayakan
agar dipertahankan kesucian pura dengan cara
mengatur bangunan-bangunan yang bersifat profan.
Bhisaima Kesucian Pura yang ditetapkan dengan
Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat
Nomor 11/Kep/1/PHDIP/1994. Penetapan Bhisama
Kesucian Pura tersebut didasari pertimbangan “demi
terjaminnya kesucian pura dengan kawasan sucinya
disatu pihak dan tetap berlangsungnya pembangunan
nasional di pihak lain” (bagian “Menimbang”
Keputusan Parisada Pusat 11/1994). Inilah nilai yang
melandasi ditetapkannya Bhisama Kesucian Pura.

Nilai dalam khazanah keilmuan disebut ideologi.
Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke (2000: 110)
mengartikan ideologi sebagai keseluruhan nilai dan
kaidah yang membentuk visi orang tentang manusia
dan masyarakat. Charles E. Lindblom (1986: 44)
mengartikan ideologi sebagai perumusan-perumusan
vang saling Dberkaitan mengenai pengaturan-
pengaturan masyarakat. Salah satu pengertian
ideologi sebagaimana dikemukakan Franz Magnis-
Suseno (1992: 230--231) adalah ideologi dalam arti
netral, yakni keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai,
sikap-sikap dasar rohani sebuah gerakan, kelompok
sosial, atau kebudayaan. Penetapan Bhisama Kesucian
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Pura dilandasi oleh ideologi, yang merupakan
perumusan keseluruhan sistem berpikir, nilai, dan
sikap dasar yang melandasi pengaturan tentang
kesucian pura dan kawasan sucinya.

Selain pengaturan tentang kesucian pura dan
kawasan sucinya dalam ideologi, hukum negara juga
menjamin  keberadaan  tempat-tempat suci,
sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia ~Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945, diberikan amanat
kepada pemerintah Negara Indonesia untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini kemudian
dinormakan dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945
bahwa setiap orang berhak atas perlindungan .

Pernyataan “segenap bangsa Indonesia” dan
“setiap orang” diberikan perlindungan tanpa
membedakan alasan apa pun yang dituangkan dalam
Pasal 28e ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya, ...”. Pasal 28 L ayat
(1), menyatakan bahwa hak beragama merupakan
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun.

Selain menjamin hak asasi manusia, UUD 1945
juga menentukan tanggung jawab negara atas hak
asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal
28 1 ayat (4) UUD 1945, yaitu “Perlindungan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
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Jaminan hak beragama diatur dalam Pasal 29 ayat (2)
UUD 1945, yaitu “Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya”.

Untuk dapat mengenyam hak memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya diperlukan tempat
beribadat. Sehubungan dengan itu, bebas memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya mesti
dimaknai juga sebagai hak untuk membangun dan
memelihara tempat Dberibadat, termasuk dalam
pengertian memelihara tempat beribadat adalah
menjaga kesucian tempat beribadat. Demikian juga
dengan tanggung jawab negara untuk menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu mesti
dimaknai juga sebagai tanggung jawab negara untuk
melindungi keberadaan tempat beribadat.

Tempat beribadat Agama Hindu adalah pura,
maka ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut,
baik yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan
konstitusional di bawah Bab Hak Asasi Manusia
maupun Bab agama, maka negara, terutama
pemerintah, mempunyai tanggung jawab untuk:

a. Melindungi keberadaan pura dari tindakan

yang merusak dan mencemari kesucian pura,

b. Menghormati keberadaan pura dengan tidak

melakukan tindakan yang merusak dan
mencemari kesucian pura,

Pro dan Kontra Perda RTRW/Radius Kawasan Suci

c. Memenuhi hak-hak asasi setiap orang yang
memeluk agama Hindu untuk dapat beribadat
di pura dan memelihara kesucian pura.

Selain bertanggung jawab pada tempat beribadat
atau sembahyang di pura, pemerintah mempunyat
tanggung jawab untuk melindungi keberadaan pura
seperti pura-pura yang ada di setiap desa pakraman di
Bali, yaitu Pura Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa.
Keberadaan desa pakraman dicirikan oleh keberadaan
Pura Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa. Dikatakan
demikian karena desa pakraman merupakan “kesatuan
masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama
pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara
turun temurun.

Pura Kahyangan Tiga  atau Kahyangan Desa
mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan
sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya
sendiri. Desa Pakraman terdiri atas (1) unsur
Parahyangan (berupa pura atau tempat suci Agama
Hindu), (2) unsur Pawongan (warga desa yang
beragama Hindu, yang lebih dikenal dengan krama
desa), (3) unsur Pelemahan (wilayah desa yang terdiri
atas tanah milik desa atau karang ayahan desa dan
tanah milik pribadi atau karang gunakaya). Desa
Pakramnan merupakan salah satu organisasi tradisional
Bali, tempat orang Bali melaksanakan aktivitas sosial
dan religius sesuai dengan ajaran Agama Hindu serta

- sekaligus sebagai pelaksana upacara piodalan di Pura

Kahyangan Tiga (Windia, 2009: 51; 2013: 29 -- 30).
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Upaya menjaga kesucian pura yang dilakukan oleh
pemerintah juga dilakukan oleh lembaga tertinggi
umat Hindu, yaitu Parisada, yang dikenal dengan
nama Bhisama Kesucian Pura. Isi Bhisama Kesucian
Pura, yaitu apeneleng agung untuk Pura Sad Kahyangan
(lima kilometer dari sisi luar tembok penyengker
pura), apeneleng alit untuk Pura Dang Kahyangan (dua
kilomter dari sisi luar tembok penyengker pura), dan
apenimpug atau apenyengker untuk Pura Kahyangan
Tiga dan pura lainnya. Apenimpug minimal dua puluh
lima meter untuk pura di luar kawasan permukiman,
sedangkan apenyengker minimal lima meter untuk
pura yang ada di dalam lingkungan perumahan atau
kawasan. Hal itu selanjutnya dituangkan dalam
Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009.

Dalam Bhisama Kesucian Pura untuk Pura Sad
Kahyangan adalah apeneleng agung (lima kilometer
dari sisi luar penyengker pura). Kawasan Tempat
Suci Pura Uluwatu merupakan salah satu dari
konsepsi Sad Winayaka, yaitu konsepsi pendirian
kalyangan  jagat untuk memohon kesempurnaan
dalam melestarikan Sad Kerti yang terdiri atas (1)
Atma Kerti, untuk menyucikan atman dari belenggu
kegelapan, (2) Samudra Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti,
untuk melestarikan lingkungan alam, (3) Jagat Kerti
agar lingkungan sosial terwujud dengan harmonis,
(4) Jana Kerti agar manusia sehat dan memiliki profesi
yangdapatdigunakanuntukmenjaminkehidupannya.

Kahyangan jagat yang didirikan berdasarkan
konsepsi Sad Winayaka adalah pura yang disebut Sad

10
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Kahyangan sebagaimana disebutkan dalam lontar
Kusuma Dewa, yakni: Pura Besakih, Pura Lempuyang,
Pura Guwa Lawah, Pura Luhur Uluwatu, Pura Luhur
Batukaru, dan Pura Pusering Jagat. Pura-pura ini
telah diteliti oleh Institut Hindu Dharma (sekarang
Universitas Hindu Indonesia) bersama Parisada pada
tahun 1979 dan ditetapkan oleh Parisada tahun 1980
(Wiana, 2009: 9--10).

Pengaturan kawasan suci dalam Perda RTRW
Provinsi Bali 16/2009 menyebutkan seperti di bawah
ini.

”Kawasan-kawasan suci, seperti gunung, danau,
campuhan (pertemuan dua sungai atau lebih),
pantai, laut, mata air, dan sebagainya yang
diakui memiliki nilai-nilai kesucian,
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat
melangsungkan wupacara keagamaan, yang
tersebar di seluruh wilayah” (Biro Hukum dan
Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Bali, 2009:
217 s.d 267).

Dalam konteks Bhisama Kesucian Pura atas
Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu, sebagaimana
telah dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi Bali
16/2009, ternyata menimbulkan  pergulatan
interpretasi. Pergulatan interpretasi merupakan
interaksi dua penafsir atau lebih yang masing-masing
berjuang agar interaksinya diterima. Pergulatan
interpretasi ~ terjadi karena adanya perbedaan
pemahaman tentang kesucian pura yang ditetapkan
oleh Parisada dan kemudian dituangkan dalam Perda

11
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RTRW Provinsi Bali 16/2009. Pergulatan interpretasi
terjadi antara dua kubu yang mendukung radius
Kesucian Pura, dan yang menolak radius Kesucian
Pura yang ditetapkan Parisada yang telah dituangkan
dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009. Penolakan
Bhisama Kesucian Pura atas Kawasan Tempat Suci
Pura Uluwatu dilakukan oleh Desa Adat Pecatu,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Bali Post, 23 April 2008 memberitakan bahwa telah
terjadi protes yang dilakukan oleh beberapa Pemuda
Aliansi Hindu Muda Indonesia (AHMI) terhadap
pembangunan vila-vila di Kawasan Tempat Suci Pura
Uluwatu. Mereka mendatangi pemerintah Kabupaten
Badung untuk menuntut penegakan aturan radius
Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu dengan radius
lima kilometer. Rencana ini mendapat perlawanan
dari krama Desa Adat Pecatu, khususnya masyarakat
yang memiliki lahan dalam radius Kawasan Tempat
Suci Pura Uluwatu. :

Berikutnya harian Bali Post, 9 Mei 2008
memberitakan bahwa ratusan krama Desa Adat Pecatu
mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan Parisada Bali yang menuntut
pengurangan dan penyesuaian radius Kawasan
Tempat Suci Pura Uluwatu berdasarkan tradisi
masyarakat Desa Adat Pecatu yang disebut alas
kekeran atau karang kekeran (hutan yang berfungsi
sebagai batas) dengan ukuran kurang dari lima
kilometer.

Perlawanan juga datang dari sejumlah tokoh,

12
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seperti Ketua BPD (Badan Pemusyawaratan Desa),
Kelihan Desa Adat Pecatu, Ketua Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pecatu, dan
Perbekel Desa Pecatu yang dituangkan dalam
pernyataan tertulis. Isi pernyataan tertulis (Bali Post, 9
Mei 2008) adalah sebagai berikut.
Kesucian pura tidak dapat secara jelas diukur
dengan jarak. Selaku pengemong Pura Uluwatu,
pihaknya sejak dulu sudah memiliki batas
kesucian yang disebut alas kekeran. Herannya
tanpa sepengetahuan masyarakat, Parisada
menetapkan Bhisama Kesucian Pura pada 25
Januari tahun 1994 yang dituangkan dalam
Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009, yakni
apeneleng agung (lima km) untuk Pura Sad
Kahyangan dan apeneleng alit (dua km) untuk
Pura Dang Kahyangan, apenimpug atauapenyengker
untuk Pura Kalwangan Tiga dan pura lainnya.
Penetapan radius tersebut dipastikan mencaplok
tanah warga.

Penolakan dari perorangan, kelompok, dan
kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pecatu
tersebut sampai mengajukan permohonan keberatan
hak uji material atas Perda RTRW Bali 16/2009 ke
Makamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya
disebut MA). Isi penolakan bahwa kesucian pura
tidak dapat secara jelas diukur dengan jarak karena
sejak dulu Pura Uluwatu telah memiliki batas
kesucian yang disebut dengan alas kekeran atau karang
kekeran. Hal ini disebabkan oleh pemahaman atau
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interpretasi masyarakat tidak sama dengan Bhisama

Kesucian Pura. Parisada menetapkan  Bhisama

Kesucian Pura pada tanggal 25 Januari 1994. Isi

Bhisama Kesucian Pura adalah sebagai berikut.
Apeneleng agung lima kilometer untuk Pura Sad
Kohyangan dan apeneleng alit dua kilometer
untuk Pura Dang Kahyangan, dan apenimpug atau
apenyengker untuk Pura Kahyangan Tiga atau
pura lainnya, sedangkan pemahaman
masyarakat tentang hal tersebut berbeda yakni
yang disebut kawasan suci adalah alas kekeran
atau karang kekeran dengan jarak kurang dari
satu kilometer dari pura. Batas alas kekeran atau
karang kekeran tidak diperkenankan wuntuk
digarap menjadi kebun dan bangunan. Tanah
pada alas kekeran atau karang kekeran hanya boleh
ditanami kayu penghijauan untuk kepentingan
masyarakat banyak.

Selain yang mendukung dan menolak penetapan
Bhisama Kesucian Pura yang dituangkan ke dalam
Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 juga terdapat
perbedaan kepentingan atau pergulatan interpretasi
antara Pemerintah Kabupaten Badung (disebut
Pemkab) dan Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah
Provinsi Bali ingin mengamankan Kawasan Tempat
Suci Pura Uluwatu yang dituangkan ke dalam Perda
RTRW Provinsi Bali 16/2009. Sebaliknya Pemkab
Badung melihat Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu
sebagai lahan untuk dikomersialisasi. Ketetapan
Bhisama Kesucian Pura yang dituangkan ke dalam
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Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 tersebut telah
menimbulkan interpretasi yang berbeda, krama Desa
Adat Pecatu menganggap Pemerintah Provinsi Bali
ingin menguasai tanah krama Desa Adat Pecatu.
Akibatnya, tanah hak milik tak memiliki nilai
ekonomis, bebankehidupan terus meningkatsehingga
krama Desa Adat Pecatu makin tak berdaya, seperti
tanah hak milik atas nama I Made Deg yang bertempat
tinggal di Banjar Adat Kangin, Desa Adat Pecatu.
Penetapan Bhisama Kesucian Pura tersebut ditolak
oleh beberapa pihak. Penolakan dilakukan dengan
mengajukan permohonan keberatan hak uji material
ke MA dengan surat permohonan Nomor 32 P/
HUM/2010, 23 Juni 2010, atas nama I Wayan Pudja
yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Tengah, Desa
Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Alasan
penolakan seperti di bawah ini.
Hilangnya kesempatan untuk  mencari
penghasilan bagi keluarga di atas tanah yang
dimilikinya dan hilangnya atau berkurangnya
nilai tanah yang secara turun-temurun dan
dengan usaha dan pengorbanan yang tidak
sedikit ( Putusan MA 30 P/HUM/2010).
Makamah Agung menolak permohonan keberatan
hak uji material yang dituangkan dalam Putusan MA
Nomor 30 P/HUM/2010 dan Putusan MA Nomor 32
P/HUM/2010. Dalam amar Putusan MA Nomor 32
P/HUM/2010, MA  menetapkan  menolak
permohonan keberatan hak uji material dari pemohon.
MA berpendapat, bahwa norma Perda RTRW Provinsi
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Bali 16/2009 tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan-undangan yang lebih tinggi dengan
pertimbangan sebagai berikut.

1. Termohon mempunyai kewenangan untuk
menyelenggarakan penataan ruang berdasarkan
pasal 10 Undang-Undang Nomor 26, Tahun
2007 tentang Tata Ruang.

2. MaterimuatanPerda dapatmemuatkarakteristik
daerah (vide pasal 12 Undang-Undang Nomor
10, Tahun 2004) in casu mengatur kawasan
tempat suci sebagai salah satu kawasan lindung

setempat, yang merupakan penghormatan
terhadap  kearifan lokal, yang secara
konstitusional dilindungi pasal 18 b ayat 2 jo
pasal 28 i ayat 3 UUD 1945.

3. Hal tersebut paralel dengan semangat UU
Nomor 26, Tahun 2007, yang memberikan
kewenangan yang semakin Iuas kepada
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
tata ruang demi keserasian dan keterpaduan
antardaerah serta antardaerah dan pusat supaya
tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah
(konsideran menimbang huruf ¢ UU Nomor 26,
Tahun 2007.

4. Provinsi Bali dengan branding “pariwisata
budaya” menyebabkan pemerintah daerah
harus melakukan penataan ruang yang didasari
dengan pelestarian budaya, sebagaimana
menjadi semangat Perda RTRW Provinsi Bali
16,/2009.

Pro dan Kontra Perda RTRW/Radius Kawasan Suci

Penetapan BhisamaKesucian Pura yang dituangkan
ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali 16/2009 tidak
harus diartikan telah menghilangkan kesempatan
masyarakat untuk berusaha di bidang pariwisata.
Akan tetapi, untuk mengatur kegiatan masyarakat
yang bisa dilakukan di Kawasan Tempat Suci Pura
Uluwatu sesuai dengan penetapan wilayah dengan
tujuan utama menjaga dan melestarikan budaya Bali.
Uraian tersebut menujukkan bahwa secara hukum
tidak ada lagi masalah mengenai kesucian pura
sebagaimana dituangkan dalam Perda  RTRW
ProvinsiBali16/2009karenaMA telahmemperkuatnya
dengan sejumlah putusan. Persoalan yang penting
didiskusikan berada dalam ranah kognitif atau
pemahaman masyarakat, bukan soal normatif lagi
atau sah tidaknya isi Blisama tersebut dalam Perda
RTRW Provinsi Bali 16/2009.

Hal lain yang menjadi pemicu
interpretasi atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu
adalah karena pergerakan orang dengan budayanya.
Pergerakan orang itu oleh Appadurai disebut lima
arus global yaitu ethnoscapes, mediascopes, technoscapes,
financesscapes, dan ideoscapes (Ritzer, 2007: 598). Lima
arus global sangat signifikan mempengaruhi Kawasan
Tempat Suci Pura Uluwatu dengan datangnya
wisatawan (ethnoscape) ke kawasan, terpublikasinya
kawasan di berbagai media (mediascape), teknologi
yang dibawa atau yang dapat dilihat (techmocape),
terjadi aliran kepemilikan modal (financesscapes)
dalam pengembangan kawasan, dan ideologi-ideologi

pergulatan

17



PERGULATAN INTERPRETASI
ATAS KAWASAN TEMPAT SUCI PURA ULUWATU

(ideoscapes) baik yang dibawa, diinformasikan,
maupun yang dapat diadopsi dipandang sebagai
salah satu pemicu terjadinya pergulatan interpretasi
atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu.
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BABII

PERGULATAN
INTERPRETASI BHISAMA
PARISADA MENGENAI
KAWASAN TEMPAT SUCI
PURA ULUWATU

2.1 Bhisama Parisada tentang Kesucian Pura

2.1.1 Tinjauan Umum tentang Bhisama PHDI

Bhisama Parisada adalah aturan-aturan yang berisi
perintah-perintah dan larangan yang dikeluarkan
oleh Parisada. Bhisama merupakan perintah-perintah
(baik berupa pewarah-warah dan nasihat-nasihat)
ataupun larangan-larangan (piteket-petiket) yang
dikeluarkan oleh Parisada (Gelgel dan Budi Utama,
2013:17).

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat sebagai
majelis tertinggi umat Hindu Indonesia dalam rangka
memantapkan kehidupan keagamaan sebagai
pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu
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Tempat Suci Pura Uluwatu yang dikeluarkan o.leh
Parisada dan dituangkan dalam Perda RTRW Provinsi
i16/2009.

Ball_i)elfc{asarkan uraian di atas dapat di‘simpulkan
bahwa implikasi terhadap kehidupan sosial budaye;
relatif tidak tampak, dalam arti kelembagaan sosia

seperti desa adat, banjar Adat, terflpekan besertaT
aktivitas budaya yang dilakukan masih tetap sepert%
halnya sebelum ada penetapan Kawasan Tempa? S.UCI
Pura Uluwatu. Implikasi tampa1.< pada aktivitas
perseorangan, dapat diketahui dari adanya gugatan
ke Makamah Agung, yang mempersoallfan'
keberadaan pendukung Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang
diajukan oleh beberapa orang krama Desa AdatPecatu.
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